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PENDAHULUAN 

 

Pengelolaan suatu negara agar masyarakat memiliki kehidupan yang layak dan terjamin yakni 

dengan menggunakan pajak sebagai salah satu penerimaan negara, bahkan di Indonesia pajak 

adalah pemasukan yang terbesar. Waluyo (2011:6) mengungkapkan “Pajak mempunyai fungsi 

penerimaan (Budgeter) mengingat sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah”. Kemudian fungsi mengatur (Reguler) artinya sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. “Pajak digunakan 

untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.” (Waluyo, 2011:18).  

Oleh karena itu, harus dipahami dengan benar peraturan perpajakan yang telah di buat oleh 

pemerintah, termasuk penyetoran pajak yang dilakukan oleh setiap individu masyarakat harus 

dengan benar, jelas dan lengkap. “Peran serta Wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat 

menentukan tercapainya target penerimaan pajak”  (Fasmi dan Misra, 2012:35). Apabila seorang 

wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan 

wajib pajaknya. “Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan jika wajib pajak dapat melakukan semua 

tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perpajakan serta melakukannya 

pelaporan dengan tepat” (Putri, 2022: 65). Apabila dilihat dari data 3 tahun terakhir yakni dari 
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 The objective of this study is to find out and analyze the influence of 

digitalization on the level of compliance of individual taxpayers and 

the behavior of taxpayers on the level of compliance of individual 

taxpayers and to know how much the influence of digitalization and 

the behavior of taxpayers have on the level of compliance of 

individual taxpayers at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Retail Collection & Recovery Division in 2023. The conclusion of 

this study identified that the digitalization has an effect on taxpayer 

compliance. The better quality and modem in the tax reporting 

system will make it easier for taxpayers to carry out their 

obligations, this is because it is more efficient, faster, easier and can 

be done anywhere. Taxpayer behavior upon individual taxpayer 

compliance, poor awareness and knowledge of the importance of tax 

reporting as an internal factor and the influence of the environment 

around the taxpayer as an external factor. It is identified that 

digitalization and taxpayer behavior have an influence on taxpayer 

compliance because of awareness and technological developments 

in tax reporting so that it is easier for people to report taxes. 
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tahun 2021 - 2023, pertumbuhan pelaporan pajak pribadi mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat 

di Tabel I.1. 

 

Tabel I.1. Data Pelaporan Wajib Pajak Pribadi tahun 2023 

Wajib 

SPT 
Jumlah SPT Disampaikan 

Pertumbuhan 

2021 2022 2023 2022 2023 

17.516.

695 

11.394

.969 

12.090.

251 

12.393

.466 
6,10% 2,15% 

Sumber: Kompas.id tanggal 11 Mei 2023 

 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat mengubah era industrialisasi menjadi era teknologi, 

komunikasi dan informasi. Digitalisasi didalam dunia perpajakan diyakini dapat menjadi langkah 

perubahan pada hal yang bersifat fundamental, salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Nasional yang mendukung adanya perbaikan dari segi teknologi dalam 

pelaporan pajak.  Selain itu masa pandemi Covid-19 membuat penerapan digitalisasi layanan pajak 

secara online sangat membantu dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan mengurangi 

kerumunan masyarakat dan tetap menjaga jarak, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Pandemi Covid-19 di Indonesia mencatat terdapat 6,67 juta kasus kematian dari waktu ke waktu 

dengan total korban mencapai 160 ribu korban.  Oleh karena itu, pemerintah menciptakan konsidi 

aman yang menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dalam batas waktu tertentu, 

akibatnya banyak kegiatan yang dilakukan di dalam rumah ataupun melalui online. Digitalisasi 

merupakan salah satu jalan keluar agar tetap berjalannya pelaporan pajak tanpa harus datang ke 

kantor pajak. Hal ini didukung oleh Putri (2022:20) “Dengan adanya digitalisasi akan memudahkan 

wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal layanan perpajakan, serta 

memudahkan di era pandemi seperti ini untuk meminimalisir penyebaran virus dimasa pandemi, 

dengan pelaporan pajak yang online tidak menghambat Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan 

kewajibannya melakukan pelaporan pajak”. Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang praktis 

serta agar wajib pajak dapat dengan mudah menghitung serta melaporkan pajak masa maupun 

tahunan dengan mudah, efektif, cepat dan aman. Penelitian Sumantra (2021:65) mengungkapkan 

bahwa “Digitalisasi juga dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang dilakukan wajib 

pajak”. 

Digitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara online dengan sistem 

self assessment yang sudah berjalan yaitu e-billing, e-filling, e-form, e-bupot, e-faktur, dan e-

registration. Sistem e-filling digunakan untuk menunjang proses pelaporan Surat Pemberitahuan 

dengan mengeluarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang 

Peluncuran Sistem E-Filling. Selain itu, Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan sistem e-

billing  untuk mempermudah pembayaran pajak secara elektronik yang diatur dalam Peraturan 

Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara 

Elektronik. Sementara e-registration untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015:32) 

yang menjadi acuan pada penelitian ini. Namun, penelitian ini adalah pengembangan dari 

penelitian sebelumnya dengan menambahkan beberapa informasi dari media lain dan peneliti 

lainnya seperti Pangestu dan Rusmana (2012:1). 

 

 



Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No.3, Mei 2024 pp.283-292 E ISSN : 2775-5053 

   

285 | Fahrul Anwar Syadat, Irwansyah
 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Administrasi : dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih 

dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Nawawi 

Dalam Syafiee (2003:5) “Administrasi adalah rangkaian kegiatan dalam proses pengendalian 

usaha kerjasama sekelomppok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah di tetapkan 

sebelumnya”. Menurut Ali (2011:2) definisi administrasi yaitu “Administrasi adalah proses 

perencanaa, pengorganisasian, pengelolaan, penaksiran dan pengawasan suatu perusahaan”. 

2. Administrasi Publik : Menurut Sjamsudin (2016:10) definisi administrasi publik yaitu 

“Administrasi publik adalah terjemahan dalam Bahasa Inggris publik administration yang 

sering juga diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau 

administrasi pemerintah”. Sementara Hendry dan Pasolong (2008: 135) mengemukakan bahwa 

“Administasi publik adalah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan 

mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat 

yang diperintah dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan 

sosial”. 

3. Administrasi Perpajakan : Menurut Rahayu (2010:138) definisi administrasi perpajakan yakni 

“Administrasi perpajakan dalam arti sebagai prosedur adminitrasi meliputi beberapa hal dan 

tahapan tahapan seperti tahap, pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pelaporan pajak serta 

penagihan pajak”. Rosdiana (2012:103) mengemukakan bahwa “Sistem administrasi 

perpajakan yaitu salah satu indikator adminitrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efesien”. 

Efesiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatatakan efesiensi jika 

biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka 

pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil dari jumlah yang dikumpulkan. Dari sisi wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakanya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, 

pemungatan pajak dikatakan efesien jika compliance cost-nya rendah.  

4. Perpajakan : Definisi pajak menurut Soemitro, R dalam buku Mardiasmo (2011: 1) mengatakan 

bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Andriani dalam Rahman, A (2010: 15)“Pajak 

adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak 

yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat 

hasil kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”. 

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran berupa uang yang 

wajib dipenuhi oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai 

undang-undang dan hasilnya dinikmati secara langsung, tetapi tidak ada timbal balik khusus 

atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan yang berguna untuk memenuhi 

kepentingan negara dalam mencapai kesejahteraan umum.  

5. Kepatuhan : berasal dari kata patuh yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

patuh yaitu suka menurut perintah, taat kepada peraturan dan disiplin.  Kepatuhan berarti 

bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan yang telah 

diteliti khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya 

proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu. Menurut Rynandi et.al 

(2020:2), “Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat 

terhadap perintah atau aturan yang diberikan”. 
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METODE PENELITIAN 

 

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan 

dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapatkan data objektif dalam rangka 

mengetahui dan memahami” (Sugiyono, 2015:6). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan pendekatan verifikatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada gejala-

gejala yang bersifat alamiah karena dan sifatnya naturalistik serta tidak bisa dilakukan di 

laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Menurut Sugiyono (2015:35) “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan 

variabel lain”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pengaruh Digitalisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak, hal ini terlihat dari hasil uji statistik yang dilakukan menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak  dengan hasil uji t hitung sebesar 3,652 sedangkan t tabel 1,989. Nilai uji t hitung ini 

lebih besar dibandingkan dengan t tabel sehingga dikatakan mendukung hipotesis pertama 

(H1). Hasil dari penelitian ini sebagian besar wajib pajak menilai bahwa digitalisasi membantu 

dalam pelaporan pajak pribadi. Digitalisasi Wajib Pajak mewujudkan mudahnya masyarakat 

dalam melangsungkan kegiatan perpajakan dengan cara yang cepat, mudah dan dapat 

dilakukan dimana saja. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of 

Reasoned Action (TRA) menyatakan bahwa keinginan seorang untuk berperilaku dipengaruhi 

oleh keyakinan orang tersebut atas hasil evaluasi terhadap perilakunya, apabila wajib pajak 

pribadi mempunyai keyakinan bahwa digitalisasi memiliki kualitas yang baik dan memberikan 

hasil yang positif maka akan berdampak pada penggunaan digitalisasi sebagai media untuk 

melakukan pelaporan wajib pajak.  

Penggunaan digitalisasi yang semakin meningkat maka akan berpengaruh pula terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Solikah dan Kusumaningtas (2017:127) yang 

menyatakan bahwa “Penerapan teknologi yang modern atau digitalisasi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Adanya penerapan digitaliasasi pelaporan 

pajak ini membuat wajib pajak mendapatkan banyak kemudahan dalam penyampaian pajak, 

diantaranya yaitu efisiensi waktu, biaya dan keamanan pelaporan pajak. Hal ini juga di dukung 

oleh Putri (2021:10) yang menyatakan bahwa “digitaliasasi merupakan bentuk modern dalam 

penyampaian pajak dimana wajib pajak dapat menyampaikan pajak dalam hitungan menit 

sehingga waktu lebih efisien, lebih akurat, lebih mudah dan lebih cepat sehingga hal ini 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin mudahnya dalam penyampaian pajak maka 

kepatuhan wajib pajak juga akan terus meningkat”. Wijayanti (2019:35) juga menyatakan 

bahwa “Kemudahan dalam pelaporan wajib pajak akan berbanding lurus dengan kepatuhan 

wajib pajak”. 
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2. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

 

Hasil hipotesis kedua menyatakan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, namun hasil uji statistik menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda, menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan hasil uji t hitung sebesar -0,384 sedangkan t tabel 1,989. Nilai Uji t hitung 

lebih kecil dibandingkan t tabel, hal ini membuktikan bahwa hasil tersebut tidak mendukung 

hipotesis kedua (H2). Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Theory of 

Planned Behavior dan Theory of Reason Action menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan 

timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu internal dan eksternal, hal ini akan 

mempengaruhi alasan seseorang untuk memperlihatkan perilaku terhadap suatu keadaan atau 

kondisi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perilaku wajib pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak 

yang timbul sebagai faktor internal.  

Kesadaran wajib pajak dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pajak dalam hal 

pembiayaan negara yang masih rendah sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Apabila seseorang memiliki niat dalam dirinya untuk mematuhi pajak maka seseorang akan 

sadar kewajibannya. Hal ini di dukung oleh Agustin & Putra (2019:58) yang menyatakan 

bahwa “Kesadaran masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk melaporkan pajak”. Kesadaran wajib pajak 

yang membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat menilai bahwa 

pembayaran pajak bukanlah sesuatu yang memberatkan melainkan sebagai sebuah tanggung 

jawab dan partisipasi dalam meningkatkan pembangunan pajak maka akan muncul kepatuhan 

wajib pajak. Selain itu, perilaku wajib pajak juga dipengaruhi oleh sikap yang muncul yaitu 

hemat pajak apabila tidak lapor pajak. Hal ini erat kaitanya dengan kontrol perilaku seseorang 

yang menilai bahwa penyembunyian penghasilan akan menghemat pajak sehingga tidak 

adanya pelaporan pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudiarta dan 

Mendra (2018:220) dan Saputra (2019:50) yang menyatakan “Sikap seseorang dan kontrol 

perilaku akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak yaitu lingkungan. Lingkungan 

merupakan faktor disekitar individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung 

mempengaruhi perilaku dalam melakukan aktivitas. Apabila wajib pajak terdapat di dalam 

suatu lingkungan yang taat akan pajak maka akan mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak. 

Namun, apabila wajib pajak berada dalam lingkungan yang susah untuk taat pada peraturan 

yang berlaku ataupun melihat pemimpin tidak patuh makan akan memberikan kesan dan 

mempengaruhi perilaku wajib pajak.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Santi (2012:17) yang 

menyatakan bahwa “Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak 

adalah lingkungan, jika wajib pajak berada dalam lingkungan yang di dalamnya terdapat 

masyarakat yang mudah mengikuti, menerapkan peraturan yang berlaku dan tidak memberi 

peluang untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak maka kewajiban 

perpajakan akan berjalan dan akan timbul kepatuhan wajib pajak”. 

 

3. Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap  kepatuhan Wajib Pajak 

 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel IV.7. dari hasil uji F hitung diperoleh 

6,758 yang mana hasil ini lebih besar dari f tabel yaitu 3,11. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa digitalisasi dan perilaku 
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wajib pajak bersamaa mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.  Faktor yang 

mempengaruhi hasil tersebut yaitu internal dan eksternal. Internal berasal dari dalam diri setiap 

masyarakat akan kesadaran pentingnya wajib pajak. Hal ini didukung oleh Agustin & Putra 

(2019:58) yang menyatakan bahwa kesadaran akan wajib pajak ini terbentuk dari pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya pajak, apabila masyarakat mengetahui maka kesadaran untuk 

melaporkan pajak itu akan terbentuk. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, yang dimaksudkan yaitu digitalisasi. Digitalisasi sebagai bentuk 

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah dalam melaporkan pajak 

sehingga akan terbentuk kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Wijayanti (2019:35) 

yang menyatakan bahwa “sebagai wujud lebih efisien dan praktisnya pemerintah juga 

mengikuti perkembangan teknologi dengan meluncurkan pelaporan pajak secara digital yang 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pengecekan nya juga dapat dilakukan secara 

online, hal ini dilakukan sasaran utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat yang 

selanjutnya mengarah ke kepatuhan wajib pajak.” 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Digitalisasi (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil uji t hitung sebesar 3,652. Hasil t tabel yaitu 1,989, yang mana dapat dikatakan t 

hitung lebih kecil  dari t tabel yang menunjukkan digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Perilaku wajib pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil uji t hitung -0,384.  Hasil t tabel yaitu 1,989, yang mana dapat dikatakan 

hitung lebih besar  dari t tabel menunjukkan digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

3. Digitalisasi dan perilaku wajib pajak, keduanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil uji F hitung sebesar 6,758 sedangkan F tabel 3,11. Hasil F 

hitung yang lebih besar dibandingkan F tabel menunjukkan digitalisasi dan perilaku wajib 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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